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Abstract

The purpose of employment development is to create a prosperous society and for the
prosperity of the people. So is the Job Creation Law. Since its inception, namely Law No. 11 of
2020 concerning Job Creation, several judicial reviews have been carried out by the
community, especially by workers/laborers. In November 2022, the Constitutional Court
decided on case No. 91/PUU-XVIII/2020, the Constitutional Court stated that the Job Creation
Law did not have conditional binding legal force. In response to the Court's decision, the
government in 2022 responded to the Constitutional Court's decision by issuing PERPPU No.
02 of 2022, which was then stipulated as Law No. 06 of 2023 to become the Job Creation Law.
It didn't stop there and in October 2024 the Constitutional Court decided on Case No.
168/PUU-XXI/2023, which in essence the Constitutional Court granted part of the Judicial
request Review from the Labor Party, Metal Workers Union, SPSI and SPMI. One of the things
requested by the Applicants is related to the PKWT work agreement. The PKWT provisions in
the Job Creation Law are considered detrimental to workers/laborers, where the PKWT
provisions in the Job Creation Law do not limit the types of work that can be done with the
PKWT system and the validity period of the PKWT is quite long.
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PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Undang-undang Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan
pekerjaan dan mendatangkan investasi dan penanaman modal bagi negara , juga
memberikan kemudahan perijinan dalam usaha. Namun di sisi lain Undang Cipta Kerja
juga masih menyisakan berbagai macam persoalan, antara lain pengaturan , pengupahan
(Prabowo 2024), Jam kerja , hak Istirahat , PHK dan pekerja PKWT / kontrak . Pasal 27
ayat (1) UUD 1945 di sebutkan bahwa tiap-tiap warga negara sama kedudukannya di
depan hukum dan pemerintahan , ketentuan ini di pertegas dalam Pasal 5 dan Pasal 6
Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan. Pasal 5
setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk
memperoleh pekerjaan , Pasal 6 setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan
yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Setyawan 2023). Walaupun secara yuridis
kedudukan pekerja/buruh dengan pengusaha adalah sederajat sehingga harus
mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum , namun dalam kajian sosiologis hal
itu sangat sulit , karena pengusaha adalah pihak yang memiliki uang dan presentasi dan
jumlah kesempatan pekerjaan atau jumlah tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan tidak
seimbang. Hal ini yang menyebabkan posisi tawar tenaga kerja menjadi lemah (Hidayanto
dkk. 2024). Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa hak warga negara untuk
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena pengaturan PKWT di
anggap bertentangan dengan UUD 1945 maka sebaiknya pengaturan PKWT di lakukan
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perbaikan. Pengaturan hak-hak mengenai PKWT di atur dalam dua regulasi yaitu
Undang-undang No.06 Tahun 2023 dan PP No.35 Tahun 2021 tentang , PKWT, Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Green 2018).

Berakhirnya hubungan kerja dalam sistim PKWT adalah hal yang sangat rawan
pekerja/buruh. Mengingat pekerjaan adalah merupakan kebutuhan yang di dapat
memenuhi pekerja/buruh dalam kehidupan baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
Hubungan kerja kontrak menjadikan buruh tidak memiliki harapan dan masa depan yang
baik karena karir pekerja terhambat oleh jangka waktu yang relatif singkat sehingga tidak
dapat leluasa untuk mengembangkan diri dalam pekerjaannya.

Perjanjian Kerja Waktu tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk
melakukan PHK sepihak , karena pengusaha hanya perlu memberitahukan alasan
pengusaha untuk melakukan PHK sepihak (Oktavira 2024). Berbicara mengenai
ketenagakerjaan bahwa Undang-undang Cipta Kerja di buat oleh pemerintah lebih
condong menguntungkan pengusaha dan di anggap merugikan pekerja/buruh (Wang
2021). Latar belakang pembentukan Undang-undang Cipta Kerja bertujuan untuk
peningkatan investasi, bukan sebagai pelindung pekerja/buruh sehingga dalam
praktiknya justru pekerja/buruh yang terdampak dalam ketentuan ini. Pasca berlakunya
Undang-undang Cipta Kerja, justru yang terjadi adalah sistim kerja kontrak PKWT. Sistim
kerja kontrak/PKWT membuat ketidakpastian bagi tenaga kerja. Sistim tenaga kerja
kontrak selalu menjadi kekawatiran setiap pekerja , karena tipis harapan untuk menjadi
pekerja PKWTT /tetap (Lembaga Kajian Ketenagakerjaan 2023).

Jaminan untuk bekerja menjadi tenaga kerja tetap sangat kecil kemungkinannya,
ini di sebabkan dari regulasi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya terhadap sistem
kontrak. Dalam ketentuan mengenai tenaga kerja kontrak, jangka waktunya mencapai 5
tahun kerja dan semua jenis pekerjaan dapat di lakukan dengan sistem PKWT sehingga,
jaminan kelangsungan kerja tidak dapat di harapkan.

1. Bagaimana konsep hubungan kerja pekerja/buruh status PKWT Pasca
Putusan MK No.168/PUU-XX1/2023 ?

2. Bagaimana kepastian hukum hubungan kerja status PKWT bagi
pekerja/buruh Pasca Putusan MK. No.168/PUU-XXI/2023?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif . Penelitian
melalui cara pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menyelidiki
dan menggunakan bahan - bahan hukum pustaka atau data sekunder yang menjadi bahan
paling dasar (Soerjono Soekanto 2007). Metode yang di lakukan adalah dengan cara
melakukan penelusuran, peraturan per undang - undangan dan literatur - literatur yang
berkaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara dalam melakukan suatu penelitian
(Arikunto; 2000). Penelitian ini hanya mempergunakan sumber data sekunder untuk
menjawab permasalahan dalam penelitian melalui perpustakaan , surat - surat dan
dokumen legal yang di terbitkan oleh pemerintah.

Teori Hukum Ketenagakerjaan

Soko guru Hukum Ketenagakerjaan di jelaskan dalam Pasal 1601 - 1603 Kitab
Undang -Undang Hukum Perdata ( KUH Per). Hubungan kerja dapat di artikan sebagai
hubungan buruh dengan majikan ,di mana buruh menyatakan kesanggupan untuk bekerja
pada majikan dengan menerima upah dan di mana majikan bersedia atau sanggup untuk
mempekerjakan buruh dengan membayar upah (Widiastiani, t.t.). Sumber hukum
Ketenagakerjaan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945, dijelaskan
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”. Hubungan Kerja adalah hubungan antara seorang buruh dengan seorang
majikan (Soepomo 2001). Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang
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Ketenagakerjaan hukum ketenagakerjaan adalah kumpulan peraturan tentang segala hal
yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum , selama dan sesudah masa
kerja (Tan 2022).

Pembahasan
1. Hubungan kerja

Pada awalnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh menyangkut
kepentingan perdata yang dalam hai ini terkait dengan aspek perdata. Akan tetapi jika
terjadi perselisihan atau sengketa maka peran pemerintah di perlukan, dengan demikian
maka hukum ketenagakerjaan menjadi hukum publik , Hukum Tata Negara dan Hukum
Pidana (Abdul 2003). Hubungan kerja tidak dapat di pisahkan antara dua pihak yang
saling berkaitan, di mana pihak yang satu mengikatkan diri dengan pihak lainnya. Dengan
adanya ikatan tersebut maka timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hubungan
kerja yaitu hubungan antara buruh dengan majikan. Hubungan kerja bertujuan
menunjukkan kedudukan ke dua belah pihak terkait hal hak dan kewajiban , kewajiban
majikan kepada pekerja/buruh. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt)
mengenal 2 (dua) macam hubungan kerja yaitu (Soepomo 2001):

a) Hubungan antara seorang yang melakukan suatu atau beberapa pekerjaan
tertentu dengan seorang pihak lainnya . Contoh , hubungan antara dokter
dengan pasien , seorang pengacara dengan kliennya , notaris dengan klien
nya , hubungan semacam ini terjadi setelah adanya perjanjian untuk
melakukan suatu atau beberapa pekerjaan tertentu. Hal semacam ini di
katakan bukan merupakan hubungan kerja, karena tidak ada wewenang
pada pihak pemberi kerja untuk memimpin di dilakukannya pekerjaan itu
oleh yang menerima pekerjaan.

b) Hubungan antara pemborong pekerjaan dengan seorang yang
memborongkan pekerjaan. Hubungan Kkerja ini terjadi setelah adanya
perjanjian pemborongan pekerjaan di mana pihak ke satu memborong
pekerjaan, mengikatkan diri untuk membuat suatu karya tertentu , sebagai
contoh; mendirikan atau membongkar bangunan , dengan harga tertentu.
Hubungan ini bukan merupakan hubungan kerja karena tidak ada unsur
memberi petunjuk dan memimpin pada pihak yang memborongkan.
Hubungan kerja dapat di katakan sebagai suatu hubungan antara orang yang

melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain atau badan dengan orang

atau badan. Dengan kata lain hubungan kerja adalah hubungan kerja yang di

lakukan oleh sekurang- kurangnya terdapat dua subjek hukum mengenai suatu

pekerjaan. Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja yaitu
majikan/pengusaha sebagai pihak yang memberi kerja dengan pekerja/buruh

sebagai pihak yang melakukan pekerjaan (Brown 2021).

Hubungan kerja di atur dalam Pasal 1 angka 15 Undang- undang No. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa

“hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh

berdasarkan perjanjian kerja yang mencakup unsur - unsur, pekerjaan, upah dan

adanya perintah”. Unsur - unsur tersebut meliputi : (Kumar 2018)

a. Adanya unsur pekerjaan ( arbeid )

b. Adanya unsur di bawah perintah ( gezag ver houding ) pekerja/buruh

melakukan pekerjaan atas dasar perintah majikan/pengusaha.

C. Adanya unsur upah,

d. Di lakukan dalam waktu tertentu yang di per janjikan atau tanpa batas

waktu sampai dengan batas waktu tidak tertentu (Perdana 2024).
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Hubungan kerja dapat terpenuhi jika terdapat unsur - unsur tersebut di
atas, jika tidak ada salah satu unsur maka tidak dapat di katakan hubungan kerja
karena jika terjadi perselisihan tidak dapat di selesaikan melalui undang-undang
ketenagakerjaan. Hubungan kerja terlahir oleh adanya perjanjian kerja (Singh
2021).

Antara dua pihak yaitu pengusaha dan pekerja/buruh. Perjanjian kerja
memuat kesanggupan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan kepada
pengusaha/majikan dan pengusaha berkewajiban membayar upah sesuai yang di
janjikan dengan tepat waktu (Lee 2017).

Perjanjian kerja di sebut juga Arbeidsoverenkoms yang mempunyai
beberapa pengertian . Pasal 1601a di jelaskan “ Perjanjian kerja  adalah suatu
perjanjian di mana pihak ke satu (buruh) mengikatkan dirinya untuk di
bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu
melakukan  pekerjaan = dengan  menerima  upah”. Undang-undang

ketenagakerjaan pasal 1 angka 14 mendefinisikan “ Perjanjian kerja
adalah suatu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi
kerjayang memuat syarat-syarat kerja dan hak kewajiban antara para pihak”
(Martinez 2021).

Unsur pekerjaan dalam hubungan kerja harus ada pekerjaan yang di per
janjikan atau obyek perjanjiannya , pekerjaan itu harus di kerjakan oleh pekerja
itu sendiri dan hanya atas ijin majikan jika akan menyuruh orang lain. Pekerjaan
itu bersifat sangat pribadi , karena berdasarkan kemampuan dan keahliannya ,
maka ketika si pekerja/buruh itu meninggal dunia secara otomatis perjanjian
kerja tersebut putus demi hukum (Smith 2020).

Unsur perintah dalam perjanjian kerja merupakan manifestasi yang di
berikan kepada pekerja/buruh oleh majikan/pengusaha , yaitu pekerja/buruh
yang bersangkutan harus tunduk pada perintah majikan/pengusaha untuk
melakukan pekerjaan sesuai dengan yang di per janjikan. Hal ini yang
membedakan hubungan kerja dengan hubungan kerja lainnya (Hukum Online
2023).

Unsur upah merupakan peranan yang paling utama dalam hubungan kerja
, hampir semua pekerja tujuan utama bekerja adalah untuk mencari upah dari
majikan/pengusaha. Oleh karena itu jika tidak ada upah maka hubungan tersebut
bukanlah merupakan suatu hubungan kerja. Unsur -unsur dalam hubungan kerja
tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi antara unsur yang satu dengan
yang lainnya, apabila salah satu unsur dalam hubungan kerja tidak di penuhi maka
hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja (Thompson 2020).

. Bentuk Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja harus memenuhi syarat-syarat kerja dan kehendak para
pihak yang bersepakat. Setelah pihak-pihak sepakat mengenai muatan pekerjaan
yang akan di lakukan , besaran upah dan hak dan kewajibannya oleh karena itu
telah terjadi perjanjian kerja yang syah. Melalui pernyataan atau perjanjian kerja
tersebut maka terbentuk perikatan. Bentuk perjanjian kerja adalah bebas seperti
halnya perjanjian pada umumnya , jika perjanjian kerja di buat secara tertulis
maka biaya materai dan lainnya yang timbul di tanggung oleh majikan/pengusaha
(Kim 2020).

Stbl 1926 nomor 335 Pasal VI, aturan penutup menyatakan bahwa semua
akta dan surat mengenai pembuatan, perubahan dan pengakhiran perjanjian kerja
beserta semua surat-surat yang oleh majikan dan buruh atau wakil mereka yang
syah, bersama-sama atau masing-masing tersendiri di tandatangani atau di buat di
hadapan pegawai yang berwenang tanpa bantuan orang ke tiga untuk pelaksanaan
perjanjian kerja dan semua surat yang di perlukan, untuk mendapatkan surat



keputusan hakim berkenaan dengan perjanjian kerja di luar persidangan
pengadilan biasa dan surat putusan hakim itu bebas dari bea materai. Manfaat
dari perjanjian kerja yang di buat secara tertulis supaya tidak timbul keraguan dan
muatan perjanjiannya jelas dan tegas atas kehendak ke dua belah pihak (Taylor
2019).

Perjanjian kerja dapat di buat baik secara lisan maupun tertulis , ketentuan
mengenai perjanjian kerja di atur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja secara tertulis akan
lebih terjamin kepastian hukumnya , jika di bandingkan dengan perjanjian kerja
secara lisan , perjanjian Kkerja secara tertulis dan normatif lebih menjamin
kepastian hak dan kewajiban para pihak , dan mempermudah pembuktian jika
terjadi perselisihan serta kepastian hukumnya (Johnson 2019).

Dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (PP No. : 35 Tahun 2021) di sebutkan bahwa perjanjian
kerja yang di buat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat hal - hal sebagai
berikut (Hidayanto dkk. 2024) ;

Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

Nama, jenis kelamin , umur dan alamat pekerja/buruh ;

Jabatan atau jenis pekerjaan ;

Besarnya upah dan cara pembayaran ;

Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh;

f. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

g. Tempat dan tanggal perjanjian kerja di baut;

h. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

c a0 o

Jangka waktu perjanjian kerja dapat di buat untuk waktu tertentu bagi hubungan

kerja yang di atur berlakunya hubungan kerja , dan perjanjian kerja yang waktunya tidak
tertentu waktu selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja yang di buat dalam jangka
waktu tertentu pada umumnya di sebut sebagai perjanjian kerja kontrak atau perjanjian
kerja tidak tetap. Lain halnya jika perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau tanpa
batas waktu di sebut dengan istilah perjanjian kerja tetap. Perjanjian kerja waktu tertentu
itu harus di baut secara tertulis , hal di tersebut maksudkan untuk menjaga hal-hal yang
tidak di inginkan jika pada suatu saat berakhirnya masa kontrak kerja dan perjanjian
kerja bentuk waktu tertentu tidak boleh adanya sarat masa percobaan (Nguyen 2020).
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2. Perjanjian Kerja kontrak PKWT

Perjanjian kerja PKWT di atur dalam Pasal 56 ayat (2) perjanjian kerja waktu

tertentu di dasarkan atas jangka waktu selesainya pekerjaan tertentu, Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dapat di lakukan untuk semua jenis

pekerjaan. Pengaturan jenis pekerjaan sebagaimana di maksud di atur dalam Pasal

57 Undang - undang Cipta Kerja;

(1)Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu di buat secara tertulis serta harus
menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin;

(2) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu di buat dalam bahasa Indonesia
dan bahasa asing, apa bila kemudian terdapat perbedaan antara keduanya
yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang di buat dalam bahasa
Indonesia.

Pasal 58 Undang-undang Cipta Kerja

(1) perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya
masa percobaan;

(2) Dalam hal di syaratkan masa percobaan kerja sebagaimana di sebutkan pada
ayat (1) masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum
dan masa kerja tetap di hitung.
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Pasal 59 Undang-undang Cipta Kerja

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat di baut untuk pekerjaan
tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan
selesai dalam waktu tertentu yaitu sebagai berikut ;

a) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b) Pekerjaan yang di perkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang terlalu

lama;

c) Pekerjaan yang bersifat musiman;

d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru , kegiatan baru atau

produk tambahan yang masih dalam penjajakan atau percobaan atau;

e) Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Kemudian dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No.35 tentang PKWT, Alih Daya
, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja , sebagai
petunjuk pelaksana UU Cipta Kerja juga di atur mengenai sifat dan jenis pekerjaan
(Santoso 2023).
Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 , sebagai turunan UU Cipta Kerja Status
PKWT dalam UU Cipta Kerja, jenis pekerjaan dapat di pekerjakan melalui sistim
PKWT. Pasal 6 PP No.35 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “ Pekerjaan yang di
perkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama sebagaimana di maksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a di laksanakan paling lama 5 (lima) tahun (BPJS
Ketenagakerjaan 2023).

. Bagaimana Konsep Hubungan kerja bagi pekerja/buruh status PKWT Pasca

Putusan MK No.168/PUU-XX1/2023?

Undang-undang No.06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Penetapan PERPPU
No0.02 Tahun 2022 menjadi Undang-undang. Undang Cipta Kerja telah berlaku
sejak bulan Maret 2023, maka menurut asas fiksi Undang-undang tersebut telah
mengikat sejak saat di undangkan sejak saat itu juga setiap orang di anggap tahu
(presumption iures de iure) dengan asas tersebut maka ketidaktahuan seseorang
tidak dapat di bebaskan dari tuntutan hukum (ignorantia jurist non excuasat)
(Sumertajaya dkk. 2024). Keberadaan asas fiksi hukum sebagaimana di sebutkan
dalam Undang-undang No.13 Tahun 2022 perubahan ke 2 (dua) Pasal 81 Undang-
undang No.12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan (Pemerintah Indonesia
2021).

Dengan berlakunya Undang-undang Cipta Kerja segala aturan baru yang
termuat di dalamnya secara otomatis mengalami perubahan termasuk mengenai
pengaturan kerja sistim PKWT. Dalam pelaksanaannya Undang-undang Cipta Kerja
di nilai bertentangan dengan UUD 1945, untuk membuktikan bahwa Undang-
undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 maka oleh beberapa kalangan
pekerja/buruh  telah di lakukan beberapa kali uji materi. Terkait PKWT
Permohonan para pemohon antara lain; (Pemerintah Republik Indonesia 2023)

a) Menyatakan Pasal 81 angka 12 Undang-undang Cipta yang mengubah dan
memuat ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-undang No.13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945, dan menyatakan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

b) Menyatakan Pasal 81 angka 13 Pasal 57 Undang-undang Cipta Kerja yang
mengubah ketentuan Pasal 57 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak
memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

c) Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 15 Undang-undang Cipta Kerja yang
mengubah ketentuan Pasal ketentuan Pasal 59 Undang-undang No.13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
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Permohonan para pemohon di kabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi,
yang berkaitan dengan PKWT Putusannya sebagai berikut ; (Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia 2023b)

a) Menyatakan Pasal 56 ayat(3) dalam Pasal 81 angka 12 Lampiran

Undang-undang No.06 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No.02
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 6856) yang menyatakan “jangka waktu
atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana di maksud pada
ayat (2) di tentukan berdasarkan perjanjian kerja” bertentangan
dengan Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai
“Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu di buat tidak
melebihi paling lama 5 (lima) tahun termasuk jika terjadi
perpanjangan”;

b) Menyatakan Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13 Lampiran

Undang- undang No.06 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU No.02
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.41, Tambahan
Lembara Negara Republik Indonesia No0.6856) yang menyatakan
“Perjanjian kerja waktu tertentu di buat tertulis serta harus
menggunakan Secara Bahasa Indonesia dan huruf latin "Bertentangan
dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai
“Perjanjian Kerja waktu tertentu harus di buat secara tertulis dengan
menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin”;

Putusan Mahkamah Konstitusi juga menekankan kepada pembentuk
udang-undan yakni DPR untuk segera membuat Undang-undang Ketenagakerjaan
yang baru dalam waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka konsep
pengaturan pekerja/buruh status PKWT menjadi jelas.

. Bagaimana kepastian hukum hubungan kerja status PKWT bagi pekerja/buruh

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.168/PUU-XXI/2023?

Putusan MK No.168/PUU-XXI/2023 mempunyai dampak positf terhadap
ketenagakerjaan , salah satu dampak dari putusan tersebut adalah memberikan
kepastian terhadap pengaturan PKWT. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi di
sebutkan bahwa jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagai
mana di maksud dalam ayat (2) di tentukan berdasarkan perjanjian Kkerja.
Ketentuan dalam pasal tersebut mengandung makna, bahwa pengertian
“perjanjian kerja” tidak mempunyai batas waktu yang jelas kapan dan sampai
berapa lama kontrak kerja dapat di lakukan? atau dengan kata lain status PKWT
dapat di lakukan secara terus menerus tanpa ada batas waktu yang di tentukan.
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pengaturan status PKWT adalah Jangka
waktu selesainya pekerjaan tertentu di buat tidak melebihi paling lama 5 (lima)
tahun termasuk jika di lakukan perpanjangan. Pengertian “Jangka waktu
selesainya suatu pekerjaan tertentu di buat tidak melebihi paling lama 5 (lima)
tahun” mengandung makna bahwa status PKWT kontrak kerja hanya bisa di
lakukan dalam batas maksimal 5 (lima) tahun (Suwarto 2023). Untuk memastikan
bahwa perjanjian kerja dapat di lakukan hanya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
maka Perjanjian kera PKWT harus di catatkan kepada Dinas Tenaga Kerja di mana
wilayah kerja para pihak membuat perjanjian kerja. Ketentuan pencatatan
perjanjian kerja sebagai mana di maksud di atur dalam Undang-undang Cipta Jo PP
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No.35 tahun 2021 sebagai berikut ; (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

2023a)

1. Pasal 14 ayat (1) PKWT harus di catatkan oleh pengusaha secara daring
kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan paling
lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan PKWT ;

2. Dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum tersedia maka
pencatatan PKWT di lakukan oleh pengusaha secara tertulis pada instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (DISNAKER)
kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan
PKWT.

Akibat tidak di lakukan pencatatan PKWT sebagaimana ketentuan tersebut maka
konsekuensinya sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 15 Undang-undang Cipta
Kerja yang menyatakan “Perjanjian kerja yang tidak memenuhi sebagaimana di
maksud ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak
tertentu / pekerja tetap. Selain pengaturan PKWT menjadi lebih jelas , hubungan kerja
dengan sistim PKWT juga mewajibkan pengusaha untuk memberikan uang ganti rugi
jika hubungan kerja berakhir. Ketentuan uang ganti rugi sebagaimana di maksud di
atur dalam Pasal 16 ayat (1) PP No.35 tahun 2021 disebutkan ; (Robinson 2019)

1. PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus di berikan 1
(satu) bulan upah;

2. Masakerja 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan
di berikan secara proporsional;

3. PKWT selama 12 (dua belas) bulan atau lebih di hitung proporsional
dengan perhitungan masa kerja 12 x 1 bulan upah.

Selain perhitungan ganti rugi sebagaimana ketentuan tersebut di , pekerja yang

mengundurkan diri juga berhak atas uang ganti rugi sesuai dengan masa kerja

kontrak yang telah di jalankan (Listiyani, Nopliardy, dan Justiceka 2022). Namun
perlu di ingat bahwa pekerja/buruh dengan PKWT yang mengundurkan diri juga
wajib membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upah sampai batas
berakhirnya jangka waktu PKWT. Uang kompensasi bukan merupakan bentuk
hukuman bagi pengusaha melainkan pemberian uang kompensasi kepada
pekerja/buruh merupakan bentuk penghargaan. Dengan kompensasi berpengaruh

besar terhadap kinerja para pekerja/buruh (O’'Brien 2021).

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian tersebut di atas dapat di tarik kesimpulan
sebagai berikut ;

a) Undang-undang Cipta Kerja pasca Putusan MK No.168/PUU_XXI/2023
terkait PKWT lebih jelas pengaturannya di antaranya yaitu ;

1. PKWT hanya dapat di lakukan bagi pekerjaan yang sifatnya musiman
atau sementara , dan pekerjaan yang sifatnya baru atau dalam masa
percobaan produk baru;

2. Jangka waktu yang di perjanjian kerja status PKWT hanya di
laksanakan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun ;

3. Pemerintah dan DPR segera membuat regulasi baru dengan
memisahkan undang-undang ketenagakerjaan dari Undang-undang
Cipta Kerja.

b) Putusan MK No.168/PUU_XXI/2023 lebih menjamin Perlindungan
hukum bagi pekerja/buruh status PKWT dengan di wajibkannya
pencatatan perjanjian kerja kepada instansi bidang ketenagakerjaan dan
pemberian uang ganti rugi pada saat berakhirnya hubungan kerja.

2. Saran



Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas

penulis memberikan saran sebagai berikut ;

1) Agar pemerintah dan DPR segera melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi No.168/PUU-XX1/2023 yaitu dengan membentuk Undang-
undang baru terkait ketenagakerjaan dengan memisahkan undang-
undang ketenagakerjaan dari Undang-undang Cipta Kerja.

2) Dalam membentuk regulasi atau undang-undang yang baru melibatkan
berbagai kalangan , masyarakat , akademisi , buruh , praktisi , ahli
dengan transparan agar terwujud sebuah perundang-undangan yang
ideal dan menguntungkan bagi semua pihak.
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